BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINS] SULAWES] UTARA

KEPUTUSAN BUPATY KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 8a/92, / TAHUN 2016

TENTANG

Mcnirnbang * @ bahwa untyuk meningkatkan daya tampung dan Perluasan

dalam huryuf & periu menetapkan Keputusayn
tentang Pengoperasian dan Struktur Sekolah Me
Pertama Sarmg Atap Negeri Bira Tahun Pelajaran

Mengingat S W U;ldang-Undang Nomor 29 Tahun 1050

Pembentukan Daerah Tingkat I gi Sulawesi | Lembaran
Negara Republik Indonesig Tahun 959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Perimbangan Keuangun antaps Pemerintah pPusat dan

Pemerintahan Maa__: .



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor :sia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201< Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

_Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembarar

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana tclal
diubah dengan Peraturan Pemcerintah Nomor 32 Tahur
20.3 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomo
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidika:
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomo

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5410);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan

Pembagian Urusen Pemerintahan antara Pemerintat
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daera
Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesi



100

11.

12

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerahh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lzmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103); scbagaimana teiah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyélenggaraan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi
Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawes: Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia
Nomor 55357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Dacrah

- scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012
tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berit
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3¢
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubaban, da
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomer L



Menetapkan
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17.

18.

15.

Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana teleh diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peratwan Daerah Kabupaten
Kepulavan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Keria Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaen Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangir= Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten Kepulauvan Sangihe
Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daeran Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepulaan
Sangihe Tahun 2015 Nomor 31).

) MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI' TENTANG PENGOPERASIAN DAN
STR'KTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP

. NEGERI BIRA TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Pengoperasian dan Struktur Sekolah Menengah Pertama
Satu Atap Negeri Bira Tahun Pelajaran 2015/2016;

Nama dan alamat sekolah sebagaimana tercantum dalam
lampiran | Keputusan Bupati ini;

Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Satu Atap

Negeri Bira sebagaimana tercantum dalam lampiran [
Keputusan Bupati ini;



KEEMPAT

“

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada
ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal,

tanggal



LAMPIRAN 1l KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 82/ 900/ Poren 20/

TANGGAL 1 /2 Apnl 2006
TENTANG : PENGOPERASIAN DAN STRUKTUR SEK)LAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI BIRA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

STRUKTUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI BIRA

BADAN PERAN SERTA KEPALA SEKOLAH
MASYARAKAT/KOMITE |
SEKOLAH [ BP3 WAKIL KEPALA
SEKOLAH
UNIT LABORAN
KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH DAN STAF
UNIT
. DEWAN
PERPUSTAKAAN GURU/KELOMPOK
FUNGSIONAL




